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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelayanan pembentukan
koperasi yang diterapkan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan kendala
apa yang dihadapi dalam memberikan pelayanan pembentukan koperasi. Untuk
mencapai tujuan tersebut maka peneliti menetapkan 5 (lima) orang informan. Jenis
penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan
menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis menggunakan analisis
deskriptif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem
pembentukan koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dengan
memperhatikan penyampaian persyaratan kepada masyarakat secara baik,
penggunaan sistem, mekanisme dan prosedur pembentukan yang dinilai cukup
baik, jangka waktu pelayanan pembentukan yang telah dinilai secara baik, tidak
terdapat biaya yang dibebankan dalam proses pelayanan yang dapat dikategorikan
baik, produk/ atau hasil dari pelayanan yang sudah baik karena telah mampu
memberikan perlindungan hukum, dan tidak tersedianya wunit pelayanan
pengaduan, saran dan masukan yang dinilai sudah tidak baik. Jadi berdasarkan
ketercapaian diatas, maka dapat dikatakan bahwa sistem pembentukan koperasi di
Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berjalan cukup baik.

This study aims to determine the cooperative formation service system that is
applied in Makassar City Cooperatives and SME Office and what obstacles are faced
in providing cooperative formation services. To achieve this goal the researchers
determined 5 (five) informants. This type of research and approach used is
descriptive qualitative using data collection techniques through observation,
interviews and documentation. The data obtained will be analyzed using
descriptive analysis of the Miles and Huberman models. The results showed that
the system of establishing cooperatives in the Makassar City Office of Cooperatives
and SMEs by taking into account the delivery of the requirements to the community
properly, the use of systems, mechanisms and procedures of formation which were
considered quite good, the period of formation services that had been assessed
properly, there were no fees charged in the service process that can be categorized
as good, the product / or result of the service is already good because it has been
able to provide legal protection, and the unavailability of complaints service units,
suggestions and input that are considered to be not good. So based on the above
achievements, it can be said that the system of forming cooperatives in the
Makassar City Cooperative and SME Office is running quite well.
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PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari manusia
cenderung akan melakukan suatu usaha melalui aktivitas
yang dapat dilakukan secara mandiri, baik tidak langsung,
maupun melalui kerjasama dengan orang lain. Hal ini
merupakan cerminan bahwa manusia sebagai makhluk
sosial tidak bisa terlepas dari kenyataan bahwa terdapat
ketergantungan antara satu sama lain. Aktivitas
merupakan proses penggunaan dari akal dan pikiran,
pancaindera dan anggota badan melalui atau tanpa adanya
alat bantu yang dilakukan oleh  seseorang untuk
mendapatkan sesuatu baik dalam bentuk barang maupun
jasa. Proses mendapatkan sesuatu inilah yang disebut
sebagai pelayanan.

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai perundang-undangan bagi setiap warga
Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau
pelayanan  administratif =~ yang  disediakan  oleh
penyelenggara pelayanan publik.! Undang-Undang Dasar

mengamanatkan kepada Negara wuntuk memenuhi
kebutuhan dasar kepada setiap masyarakat demi
kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem

pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya
penyelenggaraan pelayanan publik. Pembukaan Undang-
undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah
satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia
adalah untuk memajukan Kkesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.i Kesejahteraan yang
dimaksud dalam hal ini adalah dari sektor terpenuhinya
suatu kebutuhan masyarakat.

Banyak sekali sarana dalam proses pemenuhan
kebutuhan, seseorang cenderung melakukan sebuah
aktivitas yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki,
namun tidak sedikit masyarakat yang menggabungkan diri
pada sebuah kelompok ekonomi masyarakat yang sering
disebut koperasi. Menurut ILO (International Labour
Organzatiion), dalam Rizky Arif mengemukakan bahwa:
Cooperation definied as an associqtion of persons usually of
limited means, who have voluntarility joined together to
achieve a common economic end thorough the formation of
a democratically controlled business organization, making
equitable contribution to the capital required and accepting
a fair share of risk and benefits of undertaking. Koperasi
adalah perkumpulan orang-orang, Penggabungan orang-
orang berdasarkan kesukarelaan, terdapat tujuan ekonomi
yang ingin dicapai. Yang Artinya: Koperasi berbentuk
organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara
demokratis, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal
yang dibutuhkan. Anggota koperasi menerima resiko dan
manfaat secara seimbang.ii.

METODE
1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ni, penulis menggunakan
pendekatan kualitatif dengan tetap memperhatikan gejala
yang ditemukan dilapangan mengenai system pelayanan
pembentukan koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota
Makassar.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan secara
naratif dengan berdasarkan pada data-data hasil
penelitian yang telah secara objektif dari hasil wawancara,
observasi, dan dokumentasi.

Untuk mendapatkan data tersebut, maka peneliti
melakukan pengumulan data melalui sumber guna
menjawab permasalahan peneliti. Adapun sumber yang
dimaksud ialah sumber data primer yang terrdiri dari:

a. Kepala Dinas Koperasi dan Ukm Kota Makassar.
b. Kepala seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi.
c.  Staf seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi

d. 2 orang Ketua Unit Koperasi

HASIL DAN DISKUSI
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
peneliti mengenai sistem pelayanan pembenutkan

koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar secara
umum dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat
dilihat dari beberapa data yang didapatkan dari
penjelasan beberapa informan mengenai pelayanan
pembentukan koperasi.

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat (berkas atau barang)
yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun pelayanan
administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu
tuntutan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan
pelayanan. Pemberian informasi mengenai syarat
pembentukan, dapat memberikan pengaruh terhadap
efisiensi penggunaan waktu pengurusan. Dalam MENPAN
No. 15 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “dalam proses
identifikasi persyaratan perlu diperhatikan apakah
persyaratan itu harus disampaikan di awal, di ahir atau
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan”.

Berdasarkan data yang ada pemberian informasi
mengenai persyaratan pembentukan koperasi oleh pihak
pemberi pelayanan kepada masyarakat menjelaskan
bahwa persyaratan yang diberikan sesuai tahapannya.
Dimana diawal pengurusan tersebut pihak dinas
memberikan syarat pembentukannya untuk pendaftaran
ke dinas. Setelah itu barulah diberikan kembali sebuah
blangko atau formulir yang perlu dilengkapi lagi sebelum
diadakannya penyuluhan dan survey kelayakan usaha
yang akan dijalankan. Pemberian informasi secara
bertahap mengenai syarat yang dibutuhkan dalam
pembentukan memiliki tujuan agar masyarakat yang
mengurus pembentukan koperasi menjadi lebih terarah
dan lebih terstruktur.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, mekanisme dan  prosedur yang
dimaksudkan dalam pemberian pelayanan pembentukan
koperasi disini ialah keseluruhan proses yang yang
diberlakukan dalam pemberian pelayanan. Hal ini
merupakan proses yang dilalui masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan. Disamping itu, dalam proses
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pemberian pelayanan perlu memperhatikan Standar
Pelayanan Prosedur (SOP) yang ada.

Sistem yang digunakan dalam memberikan
pelayanan itu, perlu memperhatikan perkembangan
zaman dan penerapan sistem informasi yang telah
berkembangan di masyarakat. Dimana dengan
menggunakan sistem informasi yang ada dapat
mempermudah proses pelayanan yang dibutuhkan.
Menurut Dwizz dalam Ronif menyatakan bahwa “dengan
penggunaan sistem informasi berbasis IT dalam
pemberian pelayanan memberikan  keuntungan,
diantaranya hemat tepat, lebih cepat, mudah diakses,
pengecekan data lebih mudah dan mempermudah
pengolahan data”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
peneliti, ditemukan bahwa untuk penggunaan sistem
informasi belum diterapkan. Yang ada dalam proses
pmbentukan koperasi masih menggunakan sistem manual
dengan memberikan informasi secara langsung diserta
dengan pemberian blangko kepada masyarakat untuk
dilengkapi. Namun untuk proses selanjutnya setalah
melalui proses pendaftaran, masyarakat akan diarahkan
ke notaris yang dalam pelayanannya telah menerapkan
sistem informasi yang lebih baik. Hal demikian
dikarenakan untuk mengakses sistem yang ada hanya bisa
dilakukan oleh pihak notaris. Melihat hal tersebut, tidak
menutup kemungkinana untuk peningkatan kualitas
pelayanan yang diberikan oleh pihak dinas, meskipun
belum menggunakan sistem informasi yang memadai
namun dalam penerapannya masih tetap dapat dilakukan
secara baik.

3. Jangka Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan merupakan jangka waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses
pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Proses identifikasi
waktu pelayanan dilakukan untuk setiap jenis pelayanan.
Dalam menghitung waktu, perlu betul-betul
memperhatikan baik prosedur yang mengatur hubungan
dengan pengguna layanan, maupun prosedur yang
mengatur hubungan antar petugas.

Berdasarkan data yang didapatkan pada
wawancara dengan beberapa informan, ditemukan hasil
bahwa “jangka waktu pelayanan pembentukan koperasi
dipengaruhi dari tingkat kelincahan masyarakat dalam
mengurus”.  Terdapat beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi waktu pelayanan, yakni faktor organisasi
struktur organisasi, faktor aparat/ pelayan publik, dan
faktor sistem pelayanan.

Menurut Moenir dalam pelayanan umum terdapat
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi waktu
pelayanan, diantaranya yaitu faktor aturan. Faktor aturan
yang dimaksudkan disini bagaimana tingkat disiplin dalam
diri masyarakat dalam proses pengurusan pemebentukan
koperasi, karena kalau tidak ada jadwal yang dibuat secara
baik oleh masyarakat dapat mempengaruhi waktu
pelayanannya. Maka dari itu dalam mengurus
pembentukan koperasi perlu di tanamkan dalam diri
mengenai manajenen waktu pengurusan yang baik.

4. Biaya Pelayanan

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada
penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh
pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan
masyarakat. Proses identifikasi biaya juga perlu dilakukan
berdasarkan setiah tahapan dalam prosedur pelayanan.
Penetuan biaya pelayanan juga perlu mempertimbangkan
tingkat kemampuan masyarakat dalam pemenuhannya.
Menurut

Untuk pelayanan yang diberlakukan pada instansi
pemerintahan terkait pembentukan koperasi dalam hal ini
Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sudah tidak
memungut biaya apapun, hal ini mulai berlaku sejak
ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
meskipunsebelumnya terdapat besaran biaya yang
diberikan dalam bentuk retribusi. Menurut MENPAN No.
15 Tahun 2014 sendiri menyatakan bahwa “bagi unit
pengelola pelayanan, apabila pelayanan ke pelanggan
diberikan secara gratis, artinya beban biaya pelayanan
secara kesseluruhan ditanggung oleh pihak pengelola
(pemerintah)”.

Meskipun dalam pemberian pelayanan dari pihak
dinas tidak terdapat pungutan biaya, namun jika
diperhatikan lagi mengenai sistem pengurusannya telah
melibatkan notaris dalam pengadaan akta pendirian dan
sebagai penghubung ke kementerian untuk mendapatkan
badan hukum koperasi. Berdasarkan identifikasi yang
ada, hal ini juga diharapkan bahwa pungutan biaya oleh
pihak notaris dapat ditangani oleh pemerintah mengingat
pemerintah Indonesia sedang melakukan gerakan
ekonomi mandiri, dimana dengan lahirnya unit-unit
koperasi yang ada dapat menjadi bahan pembagi dalam
mewujudkan program tersebut.

5. Produk Pelayanan

Produk pelayanan adalah hasil yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Produk pelayanan dapat berupa penyediaan barang, jasa
dan atau produk administrasi yang diterima oleh
pengguna pelayanan. Dalam pembentukan Kkoperasi,
produk yang diharapkan nantinya ialah terbitnya akta
pendirian dan badan hukum koperasi yang dapat menjadi
landasan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha.

Dalam melakukan wusaha inilah terkadang
masyarakat menjadi lebih sedikit lebih rentan terhadap
masa depan usaha yang dijalankannya. Dengan adanya
akta pendirian dan badan hukum koperasi yang
didapatkan, secara tidak langsung berada dalam naungan
pemerintah dimana segala bentuk kegiatan usaha yang
dilakukan akan dipantau dan dilindungi oleh pemerintah
dengan kekuatan hukum yang berlaku. Jadi dengan
adanya kepastian hukum tersebut, keberlangsungan usaha
tersebut menjadi lebih jelas.

6. Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan.
Pelayanan pengaduan, saran dan masukan terhadap
pelayanan yang diterima masyarakat merupakan suatu
langkah dalam memperbaiki sistem pelayanan yang ada.
Dengan adanya pelayanan pengaduan tersebut,
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masyarakat dapat menyampaikan masalah yang
ditemukan dalam proses pemberian pelayanan, yang
dapat dijadikan bahan valuasi pelayanannya. Dalam
MENPAN No. 15 Tahun 2014 tertera bahwa “organisasi
penyelenggara wajib membuat mekanisme pengelolaan
pengaduan”.

Dari data yang ditemukan dilapangan belum adanya
sarana pengaduan terhadap pelayanan yang diterima oleh
masyarakat. Melihat hal tersebut tentunya masyarakat
tidak dapat memberikan pendapat mengenai pelayanan
yang diterimanya. Untuk mempermudah pengaduan
tersebut, seharusnya pihak pemberi pemberi pelayanan
membuat prosedur pengaduan. Selain itu mekanisme
pengaduan harus diinformasikan secara jelas.

Selain unit pengaduan, terdapat sarana permintaan
saran dan masukan mengenai pelayanan yang didapatkan
oleh masyarakat, minimal melalui kotak saran. Kotak
saran merupakan sarana penghimpun segala bentuk
keluhan, masukan, kritik dan saran dari hasil pelayanan
yang diberikan. Dengan adanya kotak saran tersebut,
masyarakat yang menerima pelayanan dalam suatu
instansi dapat menuangkannya dalam bentuk tulisan.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan

peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan

sistem pembentukan koperasi yang dilakukan di Dinas

Koperasi dan UKM Kota Makassar sudah cukup baik.

Adapun kendala yang dirasakan dalam pemberian

pelayanan berupa kurangnya sarana yang dapat

menunjang kualitas pelayanan. Hal tersebut berupa

ruangan yang sempit dengan jenis pelayanan yang

beraneka ragam didalamnya
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